BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat
memaksa. Pajak memiliki fungsi budgetair yaitu sebagai sumber penerimaan negara
untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga berdasarkan data Dirjen Pajak tahun
2016 pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp

1.360,1 triliun yang berarti naik 28,1% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Data Target Penerimaan Pajak dan Realisasinya

Tahun Target Penerimaan Realisasi
2011 763,6 triliun 742,6 triliun
2012 885 triliun 835,3 triliun
2013 995,2 triliun 916,2 triliun
2014 1.072,3 triliun 981,9 triliun
2015 1.294,3 triliun 1.061,2 triliun

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak RI
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Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Rl

Data tersebut menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir, target pajak tidak

tercapai yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak



dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Presiden Joko Widodo menyampaikan
jumlah penyerapan pajak pada artikel “Jokowi Kaget dari 250 Juta Penduduk Hanya

10 Juta Bayar Pajak” pada tanggal 29 April 2015 di website Okezone Finance.

“Tadi sudah disampaikan oleh menteri keuangan, bahwa dari penduduk
kita 250 juta seharusnya ada 44 juta yang memiliki NPWP, tapi kenyataannya
hanya 26 juta penduduk yang memiliki NPWP,” kata Jokowi ketika meresmikan
Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dan Peluncuran Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Istana Negara. Jokowi
menambahkan dari angka 26 juta penduduk yang memiliki NPWP, hanya sepuluh
juta penduduk yang memasukan SPT pajak. Bahkan, dari sepuluh juta penduduk
yang menyerahkan SPT, yang membayar hanya 900 ribu penduduk.

Berikut lampiran data Wajib Pajak tahun 2015 :

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak OP dan Badan Tahun 2015

Wajib Pajak OP Wajib Pajak Badan
Populasi 249 juta 27,25 juta
WP Terdaftar 27,63 juta 2,48 juta
WP Wajib SPT 17,2 juta 1,16 juta
SPT yang dilaporkan 10,25 juta 0,55 juta
Tingkat Kepatuhan 59% 47%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Rl

Data tersebut memberikan gambaran bahwa penerimaan pajak selama ini belum
mencapai maksimal dari potensi yang seharusnya. Pemerintah melakukan banyak
upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan adanya kebijakan
terbaru yang menjadi sorotan masyarakat yaitu kebijakan Tax Amnesty yang telah

disahkan sejak Juli 2016.

Amnesti Pajak menurut Dirjen Pajak adalah pengampunan atau pengurangan
pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Pengampunan pajak yang dimaksud adalah

penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan,



penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu

yang diharuskan.

Tax Amnesty dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak yang telah disahkan tanggal 1 Juli 2016 dan berlaku hingga 31
Maret 2017. Aturan pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan baru

per 15 Juli 2016 dengan nomor PMK-118/PMk.03/2016.

Tujuan Tax Amnesty adalah untuk repatriasi atau menarik dana warga negara
Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan
basis perpajakan nasional, dan meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. Kebijakan
Tax Amnesty ini diharapkan bisa menambah penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun
dari pajak yang ditargetkan, yang berarti 12,1 persen penerimaan dari pajak yang

ditargetkan diperoleh dari kegiatan Tax Amnesty.

Kebijakan Tax Amnesty menjadi perbincangan hangat yang menimbulkan pro
dan kontra di masyarakat. Beberapa dari masyarakat merasa takut dengan Tax Amnesty
karena dianggap sebagai jebakan dimana pengakuan mereka dapat digunakan untuk
menuntut mereka karena telah menyembunyikan harta dari pajak, namun hal ini telah
terjawab dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa data amnesti pajak tidak

dapat digunakan untuk menuntut tindak pidana lain.

Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah kebocoran data Wajib Pajak yang

mengikuti Tax Amnesty. Pemerintah menjamin keamanan data Wajib Pajak peserta



Tax Amnesty dengan berbagai fasilitas dan kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh
Direktur Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi yang dikutip pada artikel “Tertarik Ikut Tax

Amnesty? Ini Keuntungan dan Manfaatnya” di website Liputan6.

"Semua yang daftar tidak akan ada identitasnya, semua pakai barcode, jadi
ada yang manual, online, softcopy semua bisa daftar di DJP. Jadi pada saat
mengajukan permohonan masih ada nama, begitu di KPP dan diklik NPWP, nama
ditutup barcode, sehingga untuk pengolahan data selanjutnya tidak akan ada
nama. Seandainya tercecer pun, tidak ada yang tahu punya siapa, jadi sangat
aman," jelas Ken.

Opini kontra juga muncul dari dunia internasional. Dalam artikelnya, Wall

Street Journal pada tanggal 29 Juni 2016, mengatakan bahwa

“Pemungutan pajak di Indonesia sangat menyedihkan, tarif yang lebih
rendah cenderung jauh lebih efisien dalam meningkatkan pendapatan, penerimaan
pajak tahun lalu adalah 10 % dari PDB, jauh lebih rendah dari 13 % sampai 15 %
dari tetangga Asia Tenggara Indonesia. Amnesti pajak dapat berguna ketika terikat
reformasi, tetapi jika mereka hanya kejadian satu - kali mereka menyebabkan
penghindaran pajak lebih lagi.”

Di sisi lain, Amnesti Pajak juga membawa dampak baik bagi masyarakat yaitu
memberikan ketenangan dalam menjalankan bisnis. Wajib Pajak yang mengikuti
Amnesti Pajak masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan tuggakan dan denda pajak
karena semua urusan perpajakan telah terselesaikan dengan mengikuti Amnesti Pajak

dan masyarakat dapat melakukan ekspansi bisnis dengan tenang.

Industri hiburan di Indonesia juga turut meramaikan program Amnesti Pajak
2016, seperti yang disampaikan oleh aktor dan presenter, Ben Kasyafani pada artikel
“Ditawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah : Tak Ada Artis Penjahat” dalam website

Katadata News and Research. Ben yang saat itu sedang menghadiri sosialisasi Amnesti



Pajak yang diadakan oleh lkatan Manajer Artis Indonesia bersama Dirjen Pajak
menyatakan tertarik dan berminat mengikuti program Amnesti Pajak. Ben mengaku
selama ini dia membayar pajak tetapi khawatir jika ada kesalahan dalam pengisian SPT

karena minimnya wawasan artis mengenai perpajakan.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Suryadi Sasmita
menyampaikan pada artikel “Tax Amnesty Gagal, Banyak Pengusaha Berpotensi
Dipidana” dalam website Katadata News and Research. Suryadi berpendapat bahwa
Amnesti Pajak memang perlu diadakan sebelum kebijakan AEol berlaku karena apabila
Amnesti Pajak gagal diterapkan tahun ini akan ada banyak pengusaha atau wajib pajak

yang akan terkena sanksi administrasi dan pidana ketika AEol berlaku.

Kebijakan Amnesti Pajak 2016 mendorong semakin kecilnya kemungkinan
untuk menyembunyikan kekayaan di luar Indonesia karena semakin transparannya
informasi data keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi
internasional. Amensti Pajak ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak
terkait. Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan secara bersama- sama telah membuat pernyataan
dukungan yang menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan

amnesti pajak.

Amnesti Pajak didukung dengan adanya Automatic Exchange of Information
(AEol) dan revisi UU Perbankan untuk Keterbukaan Data Bagi Perpajakan paling

lambat pada tahun 2018. Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian



Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information
(AEol) antar negara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki.
Kesepakatan tersebut memungkinkan pertukaran data perbankan untuk kepentingan

perpajakan antar negara tidak bisa dihindari lagi mulai tahun 2018.

Amnesti Pajak 2016 telah berjalan selama satu periode dan telah memperoleh
pendapatan dari uang tebusan sebesar 92,6 triliun. Komposisi sumber pendapatan uang

tebusan adalah sebagai berikut

Gambar 1.2 Komposisi Uang Tebusan Amnesti Pajak 2016 (data per tanggal 7 Oktober 2016)
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Sumber : Direktorat Jenderal Pajak RI

Data tersebut menunjukan bahwa pendapatan uang tebusan berdasarkan SPH
terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi non-UMKM. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Memaknai Tax Amnesty 2016 oleh Wajib Pajak yang Telah Memanfaatkan : Studi

Eksplorasi Wajib Pajak Orang Pribadi non-UMKM di Surabaya”.



1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana Wajib Pajak Orang Pribadi non-UMKM di Surabaya memaknai Tax

Amnesty 2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Wajib Pajak

Orang Pribadi non-UMKM di Surabaya dalam memaknai Tax Amnesty 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

a)

b)

Manfaat Bagi Peneliti

Menambah wawasan penulis mengenai kebijakan pajak terbaru yaitu Amnesti
Pajak 2016 agar selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembelajaran dibidang
perpajakan

Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai pertimbangan bagi pemerintah mengenai sudut pandang wajib pajak
terkait dengan kebijakan Amnesti Pajak 2016 sekaligus sebagai evaluasi
mengenai kebijakan terkait dan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan
pajak selanjutnya.

Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan mengenai kebijakan pajak terbaru yaitu Amnesti Pajak
2016 dan tanggapan wajib pajak lainnya untuk dapat dijadikan pertimbangan

bagi masyarakat dalam bertindak dan memanfaatkan kebijakan tersebut.



1.5. Batasan Penelitian
Penelitian ini membatasi pengambilan informan, yaitu hanya Wajib Pajak yang
telah memanfaatkan kebijakan Amnesti Pajak tahun 2016 untuk periode Juli 2016 —

Oktober 2016 karena keterbatasan waktu penelitian.



